NOTULEN RAPAT

Notulen Rapat Pembahasan ini disusun dalam rangka pelaksanaan kajian

hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern

di Kabupaten Gresik.
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Pelaksanaan Rapat

Hari : Selasa

Tanggal : 23 November 2021

Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Gresik

Undangan/Peserta Rapat

- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
Kabupaten Gresik; dan

- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Agenda Rapat
Pembahasan Rencana Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar

Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Gresik.

Hasil Rapat
Hasil dari kajian Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun
2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan

Penataan Pasar Modern di Kabupaten Gresik sebagaimana terlampir.

Penutup

Demikian Notulen rapat pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan
Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Gresik ini

dibuat dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

NOTULIS RAPAT PIMPINAN RAPAT
KASUBBAG KAJIAN, EVALUASI, KASUBBAG BANTUAN DAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM PENYULUHAN HUKUM

N

WULIYATI, S.E. ADI NUGRONO, S.H.




LAMPIRAN NOTULEN RAPAT KAJIAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
DAN PENATAAN PASAR MODERN DI KABUPATEN GRESIK

NO. URAIAN KONDISI SAAT INI RENCANA PERBAIKAN
1. | Konsideran Menimbang Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Masih relevan
2. | Konsideran Mengingat Belum dicantumkan Peraturan Pemerintah | Menambah dasar hukum baru:
sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor | a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan; dan
c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
23 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengembangan, Penataan, dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan
Toko Swalayan.
3. |BABI Belum ada ketentuan yang mengatur | Ditambahkan pengertian “Toko Ritel” dan
KETENTUAN UMUM pengertian “Toko Ritel” dan “Koperasi Ritel” | “Koperasi Ritel”.
4. |BABII Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Masih relevan
ASAS DAN TUJUAN
5. | BABIII Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Masih relevan
PENGGOLONGAN PASAR
6. | BABIV

PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN

- Belum ada ketentuan yang mengatur
tentang sanksi atas tidak
dilaksanakannya ketentuan kewajiban;

- Perlu penyesuaian terhadap ketentuan
mengenai jarak sebagaimana ketentuan
dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 23 Tahun 2021; dan

- Terhadap persyaratan sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayat (1) belum
ada sanksinya, sehingga secara
hukum bisa dikesampingkan.

- Pasal 8 ayat (3), perlu ditambahkan
ketentuan mengenai penetapan jarak
antara toko pusat perbelanjaan dan
toko swalayan dengan pasar rakyat




- Belum ada pengaturan bahwa

penempatan toko modern hanya di jalan
protokol.

atau toko eceran pada ketentuan Pasal
5 ayat (3) Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021.
Diperlukan kajian hukum terhadap
penempatan toko modern di jalan
nasional (jalan protokol), sedangkan di
jalan selain nasional dan protokol
hanya toko-toko kecil milik
masyarakat.

BAB V
KEMITRAAN USAHA

Belum ada pengaturan mengenai Pola
Kemitraan sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23
Tahun 2021;

Belum ada ketentuan mengenai sanksi
berkaitan dengan pola kemitraan yang
pola dimaksud sebelumnya harus telah
disepakati kedua belah pihak;

Belum ada prosentase minimal
penyediaan ruang udaha atau promosi
bagi UMKM;

Belum ada batasan jumlah maksimal gerai
toko swalayan bagi pelaku usaha;

Biaya administrasi pendaftaran barang
dalam ketentuan Peraturan Daerah masih
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
dan

Belum diatur mengenai muatan
Persyaratan Perdagangan pada Perjanjian
Kerja Sama antara Pemasok dengan
Department Store sebagaimana ketentuan

Pasal 10, perlu  ditambahkan
ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021
mengenai Pola Kemitraan dalam
mengembangkan UMKM.

Catatan: apakah pola kemitraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 dan Pasal 11 dapat dikenakan
sanksi, mengingat kemitraan atau
kerja sama tersebut harus disepakati
kedua belah pihak tanpa tekanan.
Diatur mengenai prosentase minimal
sebesar 30% dalam penyediaan ruang
usaha atau promosi bagi UMKM dan
produk dalam negeri (Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun
2021).

Diatur mengenai batasan Pelaku
Usaha hanya dapat memiliki maksimal
150 gerai toko swalayan, sisanya
waralaba dalam Pasal 10 Peraturan




dalam Peraturan Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun

Nomor 23 Tahun 2021. 2021.
- Pasal 12 ayat (2) huruf f angka 9, perlu
disesuaikan dengan ketentuan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
23 Tahun 2021, khususnya mengenai
biaya administrasi pendaftaran barang
(sebelumnya Rp5.000,00 menjadi
Rp 50.000,00).

- Ditambahkan ketentuan mengenai
muatan Persyaratan Perdagangan
pada Perjanjian Kerja Sama antara
Pemasok dengan Department Store

(Pasal 12 Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021).
8. | BAB VI Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Masih relevan
BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN
TOKO MODERN
9. |BAB VII Belum ada masukan dari DPMPTSP terkait | Perlu masukan dari DPMPTSP terkait
JENIS DAN KEWENANGAN | dengan pengaturan mengenai perizinan dengan perizinan sebagaimana dimaksud
PENERBITAN IZIN dalam Pasal 135.
10. | BAB VIII Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Masih relevan
PELAPORAN
11. |BABIX Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Masih relevan
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL
12. |BAB X Belum diatur mengenai sanksi, khususnya | - Perlu diatur mengenai sanksi.
PENATAAN PASAR MODERN mengenai jam operasional toko modern - Pasal 24, perlu kajian hukum
mengenai perlunya sanksi dalam jam
operasional toko modern.
13. | BAB XI Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Masih relevan




PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

14. | BAB XII Belum diatur mengenai sanksi terhadap |- Pasal 28, diatur mengenai kewajiban
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI |adanya ketentuan terkait kewajiban dan namun belum ada ketentuan mengenai
larangan. sanksi.

- Pasal 29, diatur mengenai larangan
namun belum ada ketentuan mengenai
sanksi.

- Pasal 30 perlu ditambahkan sanksi-
sanksi dalam Pasal yang mengatur
tentang Kewajiban dan Larangan.

15. | BAB XIII Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Masih relevan
KETENTUAN PENUTUP
16. | LAIN-LAIN terkait

Belum diatur mengenai perlindungan toko
ritel dan koperasi ritel

Diperlukan pengaturan
perlindungan terhadap toko ritel dan
koperasi ritel.




